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ABSTRAK 
 
Nama : Andi Haris Ashary Abdillah  
Nim : 10500112026 
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak 
Reklame ( Studi Kasus Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2012 s/d 2015 ) 
Skripsi ini berjudul ”Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 
Tentang Pajak Reklame (Studi Kasus Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 s/d 2015)” . Dimana dalam skripsi ini terdiri dari 
2 (dua) sub masalah yakni (1) Bagaimana proses implementasi kebijakan pemungutan 
pajak reklame sesuai PERDA Nomor 2 Tahun 2012 yang dilakukan oleh Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Bulukumba?, (2) Faktor-faktor 
apakah yang mempengaruhi implementasi pemungutan pajak reklame di Kabupaten 
Bulukumba? 
Untuk menyelesaikan sub masalah tersebut, maka digunakan metode 
pengumpulan data yang bersumber dari studi dokumen dan wawancara. Adapun teknik 
pengolahan data yang digunakan dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian 
yang yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang 
tidak berbentuk angka. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame dan untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi implementasi dari pemingutan pajak reklame tersebut. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba dengan memilih instansi 
terkait dengan permasalahan ini, yaitu dilaksanakan di Dinas Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Bulukumba. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan 
dengan wawancara dengan pihak terkait. Data penelitian terdiri dari data primer dan 
sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung menggunakan pedoman 
wawancara yang telah dibuat secara terstruktur. Sedangkan data sekunder diperoleh 
dengan menelaah dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, data 
yang diperoleh dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menjelaskan permasalahan-
permasalahan yang dibahas dalam skripsi.  
Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dasar proses pemungutan 
pajak reklame yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bulukumba mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012. Berdasarkan 
prosedur tersebut, tahapan proses pemungutan pajak reklame di Kabupaten Bulukumba 
diawali dengan tahap pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, selanjutnya dilakukan 
penetapan besarnya pajak terhutang. Setelah adanya penetapan pajak yang dituangkan 
dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan atas dasar SKPD tersebut kemudian 
dilakukan penagihan pajak. Selanjutnya pajak yang telah tertagih disetorkan kepada 
Bendahara Penerimaan DPKD untuk disetor ke Kas Daerah. Dilihat dari potensi yang 
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ada, realisasi penerimaan pajak reklame dinilai masih rendah. (2) Faktor-faktor yang 
mempengaruhi implementasi dalam proses pemungutan pajak reklame di Kabupaten 
Bulukumba terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung 
antara lain adanya kesadaran dari setiap perusahaan yang ingin memasang reklame 
yang menaati prosedur. Sedangkan faktor penghambat antara lain kurangnya 
sosialisasi, masyarakat sebagai Wajib Pajak banyak yang tidak memahami peraturan 
daerah tentang pajak Reklame. 
Implikasi dari penelitian ini yakni: (1) Kepada Pemerintah Daerah khususnya 
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupeten Bulukumba harus meningkatkan 
pengawasan dan penyelenggaran Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 
2 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. (2) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Bulukumba harus lebih giat melakukan intensifikasi terhadap pajak 
khususunya pajak reklame baik dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan, mengevaluasi 
dan mengkaji peraturan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan dari pajak 
reklame. (3) Bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba harus 
menjalin kerjasama dengan masyarakat atau sinergitas dengan masyarakat agar dalam 
proses penarikan dan pendaftaran pajak reklame di Bulukumba dapat berjalan dengan 
baik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar belakang 
Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan 
kekuasaan belaka.Oleh karena itu segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan aturan 
hukum yang berlaku. 
Dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945, perlu dilaksanakan pembangunan disegala bidang dengan 
melibatkan semua potensi dan sumber daya yang ada baik sumber daya alam maupun 
sumber daya manusia. 
Pembangunan nasional akan mampu terealisasi dengan baik manakala sumber 
pembiayaan pembangunan dapat tercukupi, sehingga untuk suksesnya pembangunan 
nasional diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Sumber pembiayaan Negara antar 
lain dari pajak dan kekayaan alam yang meliputi sektor pertambangan, kehutanan yang 
merupakan sumber yang tidak dapat diperbaharui dan mempunyai akibat langsung bagi 
generasi mendatang. Untuk itulah maka sektor pajak dipandang sebagai sumber paling 
aman dalam pembiayaan pembangunan1. 
Berbicara tentang pajak tidak dapat kita pisahkan dari dasar hukum adanya 
pungutan berupa pajak tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
                                                          
1Wiratni Ahmad, Pajak Tanah Sebagai Upaya Sinkronisasi  Pajak Tanah dan Kebijaksanaan 
Pertanahan di Indonesia (Disertasi; Jakarta: 1996), h.7. 
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Indonesia 1945 yang telah di amandemen pada Pasal 23A secara tegas dinyatakan 
bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur 
dengan undang-undang”. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa pajak harus 
berdasarkan Undang-Undang?Apakah tidak mungkin pungutan pajak hanya 
didasarkan pada Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Keuangan?Walaupun 
Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum pungutan pajak tapi 
pada hakikatnya dalam ketentuan ini tersirat filsafah pajak.Pajak harus berdasarkan 
Undang-Undang karena pajak menyayat daging tubuh kita sendiri2. 
Untuk itu, hukum sebagai sarana dapat memberikan solusi dalam rangka 
memenuhi kebijakan pendapatan negara (fiscal policy) sehubungan dengan fungsi 
pajak dalam menunjang pemasukan pajak ke kas negara dan juga harus dapat 
menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sosial,3 
Dalam rangka pembiayaan pembangunan, peranan dan potensi sektor 
perpajakan sangat besar artinya, terutama untuk menunjang keberhasilan 
pembangunan daerah dan pembangunan nasional.Masalah umum yang dihadapi oleh 
pemerintah di Indonesia adalah sumber pendapatan daerah.Dimana sumber pendapatan 
daerah, selain berusaha untuk memenuhi keperluan biaya rutin, Pemerintah juga 
berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-
masing daerah. 
                                                          
2Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak (Bandung: PT. Eresco Bandung, 1992), 
h.13. 
3Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, Hukum Pajak dan Permasalahannya (Bandung: PT. 
Refika Aditama, 2004), h. 1. 
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Persyaratan pertama yang paling jelas untuk suatu sumber pendapatan tersebut 
harusmenghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau 
sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan pemerintah. Seringkali dalam 
undang-undang mempunyai banyak jenis pajak yang dijadikan sumber penerimaan, 
tetapi tidak ada yangmenghasilkan lebih dari persentasi yang kecil dari anggaran 
pengeluarannya. 
Untuk itu perlu dikehendaki agar memfokuskan perhatian pada usaha 
pemungutan pajak yang menghasilkan pendapatan yang besar untuk dapat membiayai 
sebagian besar pengeluaran atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.Pajak 
Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan 
reklame4.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan 
corakragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, 
atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh 
umum.5 
Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pajak 
Propinsimerupakan jenis penerimaan untuk membiayai pembangunan dan 
pemerintahan daerah diKabupaten Bulukumba. Salah satu jenis pendapatan pajak 
daerah yang penting peranannyadalam pembiayaan pembangunan daerah pemerintah 
Kabupaten Bulukumba adalah melalui penerimaan Pajak Reklame. Pajak reklame 
merupakan salah satu sumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan 
                                                          
4Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. 
5Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. 
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bagian dari sumber pendapatan asli daerah (PAD), seperti diatur di dalam Peraturan 
Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah. 
Pajak reklame sesuai Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2012 
adalah pajak yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan 
reklame.6Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD 
sering terkait dengan masalah potensi wajib pajak yang menyangkut pajak dengan baik 
dan keterbatasan sumber daya pemungutan pajak sehingga daerah kesulitan di dalam 
menetapkan target pajak yang sesuai dengan potensi yang ada,sehingga sulit dalam 
melakukan realisasi terhadap target yang ditetapkan. 
Namun,meskipun demikian pemerintah daerah tetap harus melakukan upaya-
upaya nyata untuk mencapai target PAD secara maksimal, seperti upaya pencapaian 
target pajak reklameyang digunakan wajib pajak untuk melakukan komunikasi 
terhadap produk yangdihasilkan. 
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan 
corak ragamnya untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, 
mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, 
atau badan  yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh 
umum.7 
Dalam hal ini perkembangan pembangunan dan bisnis di Kabupaten 
Bulukumba disertai dengan bermunculannya reklame di pusat kota Kabupaten 
Bulukumba. Hasil dari pembayaran pajak reklame digunakan untuk melakukan 
                                                          
6Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. 
7Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. 
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pembangunan sarana-sarana umum dan reklame merupakan sarana yang digunakan 
sebagai promosi yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan suatu bisni/usaha. 
Kabupaten Bulukumba memiliki banyak titik stratgis untuk pemasangan 
reklame, mulai dari reklame yang berupa spanduk, baliho, bahkan yang lebih canggih 
lagi yaitu berupa layar Laser Compact Disk (LCD) raksasa atau yang disebut juga 
dengan reklame megatron. Penyelenggaraan reklame akan memberikan efek komersial 
bagi penyelenggara reklame tersebut, karena akan banyak orang yang mengenal 
produk yang diperkenalkan oleh para pebisnis.  
Apabila pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan dengan tepat, dapat 
dipastikan bahwa pemungutan pajak reklame dapat memberikan peranan yang terus 
meningkat bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menunjang pembangunan 
daerah Kabupaten Bulukumba. 
Kabupaten Bulukumba sendiri merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi 
Sulawesi Selatan yang telah mampu melakukan pemungutan pajak reklame, hal ini 
tentunya dikarenakan pajak reklame dinilai dapat memberikan kontribusi/peranan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba yang dapat lebih 
meningkatkan lagi pembangunan baik itu sarana pemerintahan dan sarana umum di 
Kabupaten Bulukumba. 
Proses implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame di Kabupaten 
Bulukumba tercermin di dalam Peraturan Daerah (Perda No. 2 Tahun 2012) tentang 
Pajak Reklame, namun dalam proses implementasinya masih belum terlaksana secara 
optimal (secara maksimal) sehingga berpengaruh pada target ketetapan wajib pajak dan 
realisasi yang dihasilkan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten 
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Bulukumba. Penelitian ini mendeskripsikan proses implementasi kebijakan (Perda No. 
2 Tahun 2012) pajak reklame yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Bulukumba. 
QS an-Nisā’:4/29. 
 ْنَع ًةَراَِجت َنوَُكت َْنأ َّلَِإ ِلِطَابْلِاب ْمَُكنَْيب ْمَُكلاَوَْمأ اُولُْكَأت َلَ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي
 َّنِإ ۚ ْمُكَُسفَْنأ اُوُلتَْقت َلََو ۚ ْمُكْنِم ٍضاََرت( اًميِحَر ْمُِكب َناَك َ َّللَّا٩٢  )  
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
Dari penggalan ayat di atas kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa : 
Allah swt memerintahkan kita untuk menggunakan harta dengan sebaik-baiknya 
(menggunakan harta dijalan-Nya), sama halnya dengan pajak karena pajak 
diperuntukkan untuk setiap manusia dan membayar dengan menggunakan uang (harta) 
dan digunakan untuk kepentingan seluruh umat manusia (kepentingan bersama). 
Dalam uraian latar belakang diatas,fenomena tersebut menarik untuk dikaji 
bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam 
bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 
Tentang Pajak Reklame ( Studi Kasus Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 s/d 2015 )” 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus pada penelitian ini adalah pada penerapan dan pelaksanaan Pajak 
Reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame 
yang bertujuan pada perekonomian nasional dan  kesejatraan sosial sebagai amanat 
UUD 1945 Pasal 33. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan 
permasalahannya sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah proses implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame sesuai 
PERDA No.2 Tahun 2012 yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan 
Daerah (DPKD) Kabupaten Bulukumba ? 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi pemungutan pajak reklame 
di Kabupaten Bulukumba? 
 
D. Kajian Pustaka 
Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan 
dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa literatur 
diantaranya sebagai berikut : 
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 
dalam aturan ini menerangkan, pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan 
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan 
besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau 
retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan penyetorannya. 
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b. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame 
dimana dalam aturan ini mengacu pada aturan yang lebih tinggi yaitu Undang-
undang dan dalam hal ini merupakan objek dari penelitian skripsi ini. 
c. Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba No. 27 Tahun 2014 tentang perhitungan 
nilai sewa pajak reklame. 
d. Peraturan Bupati Bulukumba No. 46 Tahun 2013 tentang tugas pokok, uraian tugas 
jabatan structural dan uraian kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Bulukumba. 
e. Departemen Penddikan Nasional. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Kamus Pusat 
Bahasa, 2008 yang menjelaskan maupun menerangkan pengertian tentang Reklame 
itu sendiri. 
f. Rochmat Soemitro. Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT. Eresco Bandung, 
Bandung 1992, yang menerangkan bahwa dalam Hukum Pajak tidak dapat lepas 
dari dasar hukum yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan menjelaskan tentang 
hukum pajak itu sendiri. 
g. Wiratni Ahmad. Pajak Tanah Sebagai Upaya Sinkronisasi Kebijaksanaan 
Pengenaan Pajak Tanah Dan Kebijaksanaan Pertanahan Di Indonesia, Disertasi, 
1996, yang menjelaskan bahwa dalam sebuah pembangunan di suatu Negara sangat 
dibutuhkan adanya pemasukan Negara dari penarikan pajak karena dari pajak itu 
sendiri pembangunan sebuah Negara dapat terlaksana dengan lancer dengan 
menggunakan dari pajak. 
h. Bohari. Pengantar Hukum Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, dalam 
buku ini menjelaskan mengenai pengertian pajak, objek pajak, subjek pajak, teori 
tentang pajak dan lain-lain yang berkaitan tentang hukum pajak. 
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i. Hasan Bisri, Cik. Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi. 
Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 1998, dalam buku ini dijelaskan tentang tata cara 
maupun urutan dalam penulisan sebuah skripsi. 
j. Suharsim Arikuntoi. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Bumi Aksara, 
Cet XI : Jakarta 1993, dalam hal ini menjelaskan mengenai populasi adalah 
keseluruhan obyek penelitian atau semua individu yang menjadi sumber 
pengambilan sampel. 
k. Rianto Adi. Metodologi Penelitian Social Dan Hukum, Granit, Jakarta 2010, dalam 
buku ini menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara 
dan studi dokumentasi. 
l. Amiruddin dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja 
Grafindo, Jakarta 2004, dalam buku ini menjelaskan metode-metode penelitian 
hukum yang dapat digunakan dalam penulisan skripsi tentang hukum. 
m. Syofyan, Syofrin dan Ashar Hidayat. Hukum Pajak dan Permasalahannya. PT. 
Refika Aditama, Bandung 2004, dalam buku ini menjelaskan tentang hukum pajak 
dan permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi dalam hal perpajakan di 
Indonesia. 
n. Achmad, Ali. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). 
Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.2002, dalam buku ini menjelaskan tentang materi-
materi tentang hukum baik itu dari segi filosofis dan sosiologis dan menjelaskan 
tentang efektifitas hukum. 
o. Soemitro, Rochmat. Asas dan Dasar Perpajakan 1. Bandung: PT. Eresco Bandung. 
1986, dalam buku ini menjelaskan tentang asas dan dasar-dasar dalam perpajakan 
di Indonesia. 
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p. Soemitro, Rochmat. Asas dan Dasar Perpajakan 2. Bandung: PT. Eresco Bandung. 
1991, dalam buku ini merupakan lanjutan buku asas dan dasar perpajakan bagian 1 
yang menjelaskan tentang perpajakan di Indonesia. 
q. Siahaan, Marihot P. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada. 2006, dalam buku ini menjelaskan tentang pajak daerah dan 
retribusi daerah serta tentang pajak reklame di daerah secara terperinci dan terurut 
sesuai dengan Undang-undang dan aturan yang berlaku di daerah. 
r. Bappeda Bulukumba. Profil Daerah Kabupaten Bulukumba. Bulukumba: Bappeda 
Bulukumba 2015, menjelaskan tentang profil daerah Kabupaten Bulukumba. 
s. BPS Bulukumba. Bulukumba 2015 Dalam Angka. Bulukumba: BPS 
Bulukumba,2015, menjelaskan tentang Kabupaten Bulukumba dalam bentuk angka 
antara lain jumlah penduduk, dan lain-lain. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam pengkajian dan penulisan skripsi ini ialah 
untuk mengetahui bagaimana implementasi pemungutan pajak reklame setelah 
diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pajak Reklame.  
Disamping itu setelah diadakan pengkajian dan penulisan ini, diharapkan dapat 
menambah khazanah ilmu pengetahuan dan intelektual, sekaligus dapat menambah 
informasi positif terhadap masyaraka khususnya masyarakat Kabupaten Bulukumbat, 
tentang Peraturan Daerah Bulukumba Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame. 
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Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah: 
a. Menemukan data dan informasi mengenai sejauh mana pengaruh implementasi 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 terhadap pemungutan pajak reklame pada 
Dinas Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. 
b. Menerapkan data dan informasi mengenai usaha-usaha yang dilakukan untuk 
menaggulangi hambatan-hambatan dalam pengaruh implementasi peraturan daerah 
nomor 2 tahun 2012 terhadap pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan 
Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. 
Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah: 
a. Secara teoritis, dapat menambah dan memperluas wawasan pada peneliti dan dapat 
menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama peneliti kuliah di Jurusan Ilmu 
Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar.  
b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bahan 
masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi 
Dinas Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian Pajak Reklame 
Pengertian pajak menurut Prof.Dr.PJA.Adriani adalah iuran pada Negara yang 
dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 
dengan tugas pemerintah1.Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa pajak merupakan 
kewajiban setiap warga Negara kepada Pemerintah, demikian pula halnya dengan 
Pajak Reklame karena telah mempunyai kekuatan hukum berupa Peraturan Daerah. 
Selain itu, pengertian pajak yang diungkapkan Rochmat Soemitro, pajak adalah 
peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran 
rutin dan surplusnya digunakan untuk public saing yang merupakan sumber utama 
pembiayaan public Investment.2 
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, 
atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh 
umum kecuali yang dilakuakan oleh pemerintah.3Reklame adalah pemberitahuan 
                                                          
1 Bohari, Pengantar Hukum Pajak(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 23. 
2Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, Hukum Pajak dan Permasalahannya (Bandung: PT. 
Refika Aditama, 2004), h. 45. 
3Marihot P Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2006), 
h.324 
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kepada umum tentang barang dagangan dengan kata-kata yang menarik, gambar, dsb 
supaya laku.4Pajak Reklame adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas 
penyelenggaraan reklame.5 
Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan 
reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang 
menjadi tanggungannya.6 Pajak sebagai alat kebijakan fiskal yang digunakan terus 
menerus oleh negara. Pajak Reklame adalah pajak daerah yang penerimaanya 
diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah.Pajak reklame 
tersebut dikenakan terhadap objek pajak yaitu berupa reklame dan nilai sewa reklame 
dan didasarkan pada besarnya biaya pemasangan reklame, besarnya biaya 
pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis pemasangan reklame 
dan jenis reklame.Pajak reklame adalah pajak daerah, sebagaimana dimaksud UU No 
34 tahun 2000. Pembaharuan undang-undang didasarkan pada dasar hukum yang jelas 
dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak lain yang terkait, dan juga 
untuk memberikan peluang kepada daerah Kabupaten/Kota untuk memungut pajak 
jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat dan potensial di daerah. Hal 
ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam 
mengantisipasi kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa 
mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap 
memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi 
kriteria yang ditetapkan. 
                                                          
4Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 
2008), h. 1188 
5Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2012. 
6Marihot P Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2006), 
h.324 
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Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau 
daerah kota seluruh Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan 
kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu 
jenis pajak Kabupaten/Kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten/Kota, 
pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak 
reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan 
pengenaan dan pemungutan pajak reklame di daerah Kabupaten atau Kota yang 
bersangkutan.  
 
B. Jenis-jenis Reklame dan Ruang Lingkup Pajak Reklame  
Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame (Perda 
Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame) adalah 
sebagaimana tersebut di bawah ini:  
Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:7 
a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; 
b. Reklame kain; 
c. Reklame melekat, stiker; 
d. Reklame selebaran; 
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 
f. Reklame udara; 
g. Reklame apung; 
h. Reklame suara; 
i. Reklame film/slide; dan 
                                                          
7Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame 
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j. Reklame peragaan. 
Semua reklame yang termasuk dalam kategori di atas adalah objek pajak 
reklame.Prinsip Pajak Reklame mencerminkan keadilan ditunjukan oleh pengecualian 
terhadap objek yang tidak dikenakan pajak karena secara teoritis harus 
mempertimbangkan Overhead ekonomi. 
Ditinjau dari obyek pajak, subyek pajak, wajib pajak dan dasar pengenaan pajak 
reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 adalah:8 
No. Keterangan Pajak Reklame 
1. Objek Pajak Semua penyelenggara reklame 
2. Subjek Pajak Orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan atau memesan 
reklame.  
3. Wajib Pajak Orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan reklame.  
4. Dasar Penanganan Pajak Nilai sewa reklame 
Akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan 
pengenaan dan pemungutan pajak reklame di daerah Kabupaten atau Kota yang 
bersangkutan. 
 
C. Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Terhutang  
Tarif Pajak Reklame dikenakan atas objek reklame adalah paling tinggi sebesar 
dua puluh lima persen dari nilai sewa reklame dan ditetapkan dengan peraturan daerah 
                                                          
8Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame 
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kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 
keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang 
dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan 
demikian setiap daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapakan 
tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainya, asalkan tidak lebih 
dari dua puluh lima persen . 
Besarnya tarif pajak reklame untuk daerah dapat bervariasi asalkan tidak lebih 
dari dua puluh lima persen. Sebelum menentukan dasar pengenaan dan menghitung 
besarnya pajak reklame perlu dipahami dahulu pengertaian Nilai Sewa Reklame (NSR) 
adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak 
reklame.NSR ditentukan melalui nilai jual objek reklame dan nilai strategis 
pemasangan reklame.Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. 
Umumnya peraturan daerah akan menetapkan bahwa NSR ditetapkan oleh 
bupati/walikota dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan 
berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri. 
Hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Pada 
dasarnya Nilai Sewa Reklame dihitung dengan mempertimbangkan:9 
a. Besarnya biaya pemasangan reklame; 
b. Besarnya biaya pemeliharaan reklame; 
c. Lama pemasangan reklame; 
d. Nilai starategis lokasi; 
e. Jenis reklame. 
 
                                                          
9Marihot P Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2006), 
h.328 
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Yang dimaksud dengan:  
1. Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) 
NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh 
pemilik dan atau penyelenggaraan reklame, konstruksi, instalasi listrik, 
pembayaran/ongkos perakitan pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, 
pemasangan dan transportasi yang bersangkutan dan lain sebagainya sampai dengan 
bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau 
terpasang ditempat yang telah diizinkan.10 
Perhitungan NJOPR didasarkan pada besarnya komponen biaya 
penyelenggaraan reklame, yang meliputi indikator: (a) biaya pembuatan /kontruksi; 
(b) biaya pemeliharaan; (c) lama pemasangan; (d) jenis reklame; (e) luas bidang 
reklame; (f) ketinggian reklame.11 
2. Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)  
Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah ukuran nilai yang 
ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria 
kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang 
usaha. Perhitungan nilai strategis didasarkan pada besarnya ukuran reklame, dengan 
indikator: nilai fungsi ruang (NFR) lokasi pemasangan; nilai fungsi jalan (NFJ); dan 
nilai sudut pandang (NSP).12 
                                                          
10Marihot P Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2006), 
h.329 
11Marihot P Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2006), 
h.329 
12Marihot P Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2006), 
h.329 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dasar dan tarif pajak serta cara 
menghitung pajak dalam Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2012 adalah 
sebagai berikut:  
1) Dasar dan Tarif Pajak  
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.Dalam hal 
Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. (3) 
Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan 
yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, 
jumlah, dan ukuran media Reklame. (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak 
wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Cara perhitungan Nilai Sewa 
Reklame adalah sebagai berikut: NSR = Ukuran x Jenis x Jangka Waktu x 
Lokasi (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati13. 
2) Tarif Pajak Reklame(Tata cara pemungutan) 
Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif pajak yakni 25% dengan dasar pengenaan pajak berdasarkan 
nilai sewa reklame14.  
 
                                                          
13Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 2 Tahun 2012. 
14Marihot P Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2006), 
h.330 
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D. Aturan Teknis Pelaksanaan Pajak Reklame 
Pelaksanaan pajak reklame dimulai dari proses pendaftaran usahanya kepada 
Bupati/Walikota, dalam praktiknya umumnya kepada Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) namun di Kabupaten Bulukumba 
dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam jangka waktu tertentu 
selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk 
dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).  
Apabila pengusaha penyelengaraan reklame tidak mendaftarkan usahanya 
dalam jangka waktu yang ditentukan, maka kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan Aset Daerah akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak 
secara jabatan, penetapan tersebut dimakasudkan untuk pemberian nomor pengukuhan 
dan NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya wajib pajak terutang. Tata cara 
pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan surat 
keputusan. Sebelum proses pendaftaran terlebih dahulu mendeskripsikan pengertian 
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).  
Pengertian SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk 
melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan 
objek pajak dan atau harta serta kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak 
wajib mengisi SPTPD. 
Berdasarkan SPTPD, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh 
Bupati/Walikota menetapkan Pajak Reklame yang terutang dengan menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD disini adalah surat ketetapan pajak yang 
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menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.15 SKPD harus dilunasi oleh 
wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau 
jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Apabila setelah lewat waktu 
yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, 
wajib pajak dikenakan sanksi adminnistrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan 
dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagih Pajak Daerah. 
 
E. Peraturan Daerah Tentang Pajak Reklame 
Pemungutan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah 
suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau 
retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan 
penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan 
penyetorannya16. Dalam pemungutan pajak secara umum ada beberapa sistem yang 
digunakan, mengemukakan sistem pemungutan pajak : 
a. Official Assesment System adalah suatu system pemungutan yang memberikan 
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 
terhutang oleh wajib pajak 
b. Self assessment System, suatu system pajak memberikan wewenang kepada wajib 
pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.17 
Dengan menigkatnya pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan 
perekonomian di Kabupaten Bulukumba yang ditunjang dengan sarana dan prasarana 
yang semakin memadai, diperlukan upaya menggali dan meningkatkan sumber 
                                                          
15Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame 
16Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. 
17Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 2(Bandung: PT. Eresco Bandung, 1991), 
h.13. 
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pendapatan asli daerah diantaranya pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan 
yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah 
untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas, dinamis dan 
bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 
2004 tentang pemerintah daerah. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 
tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah ditetapkan jenis-jenis pajak daerah dan 
retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, untuk 
itu pemerintah daerah melakukan pemungutan Pajak sebagai sumber pendapatan 
keuangan daerah, termasuk di dalamnya pajak reklame. 
 
F. Teori Tentang Pajak 
Di dalam literatur Ilmu Keuangan Negara, kita temukan teori-teori yang 
memberikan dasar pembenaran atau landasan filosofis daripada  wewenang Negara 
untuk memungut pajak dengan cara yang dapat dipaksakan. Teori-teori tersebut 
adalah:18 
a. Teori Kepentingan 
Menurut teori ini pajak itu mempunyai hubungan dengan kepentingan 
individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara.Makin banyak mengenyam atau 
menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya.Teori ini 
meskipun masih berlaku pada retribusi, tetapi sulit diterima sebab orang miskin dan 
penganggur yang memperoleh bantuan dari pemerintah, menikmati atau 
mengenyam banyak sekali jasa dari pekerjaan pemerintah dan mereka bahkan 
dibebaskan membayar pajak. 
                                                          
18 Bohari, Pengantar Hukum Pajak (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 36-37. 
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b. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Pengorbanan) 
Teori ini berpangkal tolak dari ajaran Organik kenegaraan (Organische 
Staatsleer) dan berpendirian bahwa tanpa Negara maka individu tidak mungkin bias 
hidup bebas berusaha dalam Negara. Oleh karena itu Negara mempunyai hak mutlak 
untuk memungut pajak.19 
c. Teori Efektifitas Hukum 
  Secara empirik, efektivitas penegakan hukum dikemukakan oleh Walter C. 
Reckless, yaitu harus dilihat bagaimana sistem dan organisasinya bekerja, 
bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilannya dan bagaimana 
birokrasinya. Dari berbagai kajian kesisteman tersebut dapat dikatakan bahwa 
efektivitas penegakan hukum dalam teori maupun praktik problrmtika yang 
dihadapi hampir sama.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
19Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 1(Bandung: PT. Eresco Bandung, 1986), 
h.31. 
20 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, (Jakarta: PT. 
Toko Gunung Agung, 2002), h.198 
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G. Kerangka konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implemantasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak 
Reklame ( Studi Kasus Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2012 s/d 2015 ) 
Ketentuan Perundng – 
Undangan tentang 
pajak reklame 
Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2012 
Proses Implementasi 
1) Barjalan 
2) Tidak Sepenuhnya Berjalan 
Terwujudnya penerapan Peraturan Daerah tentang Reklame Pajak yang baik dan 
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. 
Faktor Yang Mempengaruhi 
Pemungutan Pajak Reklame 
1) Pemerintah 
2) Masyarakat (pelaku pajak) 
1.  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), 
yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik 
dengan menggunakan data primer mengenai Implemantasi Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame ( Studi Kasus Dinas Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 s/d 2015 ). Dalam memperoleh data-data 
dengan cara wawancara secara langsung dan telaah pustaka serta dokumen yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
2. Lokasi Penelitian  
Penelitian dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bulukumba. Yang kaitannya dengan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bulukumba Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame. 
Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini dikarenakan Dinas Pengelolaan 
Keuangan Daerah adalah instansi pemerintahan yang memiliki kewenangan yang 
mengatur mengenai Pajak Reklame sesuai yang tertuang dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Bulukumba No. 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan, 
maka spesifikasi pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan 
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yuridis normatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris berarti 
penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan.Sedangkan 
penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif berartimengkaji tentang 
perundang-undangan dan peraturan-peraturan dengan teori-teori hukum mengenai 
penerapan aturan serta pengaruh dari pemungutan Pajak Reklame di kabupaten 
Bulukumba. Pendekatan penelitian tersebut juga disebut dengan penelitian hukum 
doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan – 
peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau bahan hukum yang 
lain1, sumber data dapat berupa bahan pustaka, yaitu buku, majalah, surat kabar, 
dokumen resmi, dan catatan harian. Selain itu, dapat berupa orang yang berkedudukan 
sebagai informan dan responden.2 
Pendekatan penelitian lain yang digunakan peneliti sebagai berikut : 
Populasi pada umumnya berarti keseluruhan obyek penelitian, maka mencakup 
semua elemen yang yang terdapat dalam wilayah penelitian.Suharsimi arikunto 
mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan obyek penelitian atau semua 
individu yang menjadi sumber pengambilan sampel3. Populasi penelitian antara lain : 
a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; 
b. reklame Baliho; 
c. reklame papan nama usaha; 
d. reklame neon box. 
                                                          
1Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada, 2004), h. 118. 
2Hasan Bisri Cik,Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi(Jakarta: 
PT. Logos Wacana Ilmu, 1998), h.59. 
3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Cet XI; Jakarta: Bumi 
Aksara, 1993),h.130. 
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Adapun sampel adalah sebahagian dari populasi.Sampel ditetapkan untuk 
menjadi wakil dari populasi yang diteliti.Sampel adalah sebagian atau wakil populasi 
yang diteliti.Dinamakan penelitian sampel apabila bermaksud untuk 
menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.4Sampel dalam penelitian ini adalah 
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba dan masyarakat 
atau selaku pengguna jasa pemasangan reklame. 
Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel 
adalah perwakilan dari sejumlah populasi yang akan diteliti berdasarkan pertimbangan 
tetentu. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah Kepala Dinas Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba dan masyarakat atau selaku pengguna jasa 
pemasangan reklame. 
 
C. Sumber Data 
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yakni data yang bersumber dari 
perundang –undangan atau bahan hukum lain, baik hukum primer, hukum sekunder, 
dan hukum tersier dan alat pengumpul data berupa studi dokumen. 
Di dalam penelitian, lazimnya jenis data yang dibutuhkan dalam penulisan ini 
merupakan sebagai berikut5: 
1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni 
bahan yang berupa peraturan perundang – undangan dalam penulisn ini bahan 
hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Daerah kabupaten Bulukumba No. 
2 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame. 
                                                          
 4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Cet XI; Jakarta: Bumi 
Aksara, 1993),h.131. 
5Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada, 2004), h. 30. 
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2. Data sekunder antara lain berupa tulisan dari pakar dengan permasalahan yang 
diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi literatur – 
literatur yang berupa buku, jurnal, makalah, dan hasil penelitian.6 
3. Data tersier, antara lain berupa bahan – bahan yang bersifat menunjang banah 
hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel pada surat 
kabar atau koran dan majalah. 
 
D. Metode Pengumpulan Data  
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain menggunakan metode-metode sebagai berikut: 
a. Wawancara (  Interview  ) 
Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, 
yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) 
dengan sumber data (responden).7 
b. Studi dokumentasi  
Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan data 
yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau data yang sudah berbentuk 
jadu seperti dokumen dan publikasi serta menelah buku – buku , tulisan – tulisan 
yang berhubungan dengan analisis penelitian. 
 
 
 
                                                          
6Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada, 2004), h. 30. 
7Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010), h. 72. 
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E. Instrumen penelitian 
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data – data penelitian saat 
sesudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan sebagai berikut: 
1. Daftar pertanyaan; 
2. Alat tulis yaitu ballpoint dan kertas; 
3. Alat rekam. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Penulis dalam mengolah dan menganalisis data mengunakan analisis kualitatif 
yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka8 atau data yang dikumpulkan 
bersifat deskriptif dalam bentuk kata – kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari 
hasil wawancara , catatan, pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, 
memorendum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang 
jumlahnya sedikit. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam menguji data dan materi yang disajikan dipergunakan materi sebagai 
berikut : 
a) Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan , mengutip, atau 
memperjelas bunyi peraturan perundang – undangan dan uraian umam 
b) Komperatif yaitu pada umumnya digunakan dalam bentuk membandingkan 
perbedaan pendapat terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan 
ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan 
                                                          
8Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010), h. 56. 
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c) Deduktif yaitu pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang – undangan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kabupaten Bulukumba 
Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 
Propinsi Sulawesi Selatan. Di sebelah Utara daerah ini berbatasan dengan Kabupaten 
Sinjai, di Timur berbatasan dengan Teluk Bone, di Selatan dengan Laut Flores, dan di 
Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.1 
Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat 
dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, 
dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian 
selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu phinisi 
yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah 
Daerah. 
Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,67 km2 atau sekitar 2,5% 
dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan secara administratif dengan jarak 
tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 km., terbagi dalam 10 kecamatan, dan terbagi 
kedalam 27 kelurahan 109 desa2, yaitu: 
1. Kecamatan Ujungbulu (Ibukota Kabupaten)  
2. Kecamatan Gantarang 
3. Kecamatan Kindang 
                                                          
1“Kabupaten Bulukumba”, Wikipedia The Free Encyclopedia. 
http://id.m.wikepedia.org.wiki/Kabupaten_Bulukumba (9 Januari 2016). 
2 BPS Kabupaten Bulukumba, Bulukumba 2015  Dalam Angka (Bulukumba: BPS Bulukumba, 
2015), h.3 
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4. Kecamatan Riau Ale 
5. Kecamatan Bulukumpa 
6. Kecamatan Ujungloe 
7. Kecamatan Bontobahari 
8. Kecamatan Bontotiro 
9. Kecamatan Kajang 
10. Kecamatan Herlang 
Dari 10 kecamatan tersebut, tujuh di antaranya merupakan daerah pesisir 
sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan Gantarang, 
Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan 
Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Tiga kecamatan lainnya 
tergolong sentra pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Kindang, 
Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Bulukumpa. 
Pertanian adalah merupakan salah satu potensi unggulan yang memberikan 
konstribusi paling besar terhadap perekonomian Kabupaten Bulukumba.Tanaman 
pangan yang potensial adalah tanaman padi dan merupakan bahan pangan utama 
masyarakat. 
Wilayah kabupaten Bulukumba hampir 95,4 % berada pada ketinggian 0 
sampai 1000 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan tanah 
umumnya 0-400. terdapat sekitar 32 aliran sungai yang dapat mengairi sawah seluas 
23.365 Ha, sehingga merupakan daerah potensi pertanian. Dengan curah hujan rata-
rata 230 mm per bulan dan rata-rata hujan 11 hari per bulan. 
Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Jazirah Sulawesi dan berjarak 
kurang lebih 153 km dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan Makassar, dan terletak 
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antara 05020’-05040’ lintang selatan dan 119058’-120028’ bujur timur. Berbatasan 
dengan Kabupaten Sinjai di Sebelah Utara, Sebelah timur dengan Teluk Bone, Sebelah 
Selatan dengan Laut Flores, dan Sebelah Barat dengan Kabupaten Bantaeng. 
Visi misi Kabupaten Bulukumba sebagai identitas wilayah pembangunan, 
disusun dengan pemahaman bahwa, Visi merupakan gambaran atau cita cita 
kesuksesan yang ingin dicapai. Sedangkan Misi, merupakan bagian dari tugas dan 
tanggung jawab segenap unsur dan pelaku pembangunan itu sendiri, termasuk dari 
masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan. 
a. Visi yakni “Sejahterakan Masyarakat Bulukumba dengan Membangun Desa 
Menata Kota Melalui Kemandirian Lokal yang Bernapaskan Keagamaan”.3 
b. Misi antara lain :4 
1. Memfasilitasi pengembangan kapasitas setiap penduduk Bulukumba agar 
mampu meningkatkan produktivitasnya secara berkesinambungan serta mampu 
menyalurkan pendapat dan aspirasinya pada semua bidang kehidupan secara 
bebas dan mandiri. 
2. Mendorong serta memfailitasi tumbuh kembangnya kelembagaan masyarakat 
pada semua bidang kehidupan dengan memberikan perhatian utama kepada 
pembangunan perekonomian daerah yang memicu pertumbuhan kesempatan 
berusaha dan kesempatan kerja. 
3. Mengembangkan daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya 
kabupaten sedemikian rupa, sehingga secara langsung maupun tidak langsung 
memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan propinsi 
                                                          
3 BPS Kabupaten Bulukumba, Bulukumba 2015  Dalam Angka (Bulukumba: BPS 
Bulukumba, 2015), h.iv 
4 BPS Kabupaten Bulukumba, Bulukumba 2015  Dalam Angka (Bulukumba: BPS 
Bulukumba, 2015), h.iv 
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Sulawesi Selatan, serta berdampak positif terhadap pengembangan kawasan 
sekitar. 
4. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang partisipatif, transparan dan 
akuntabel. 
5. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai Agama dan Budaya terhadap segenap 
aspek kehidupan kemasyarakatan. 
 
2. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba 
Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba berada di 
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Bulukumba, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten 
Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan dan berada pada titik koordinat. 
Struktur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bulukumba bedasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 46 Tahun 2013 Tentang 
Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan Pada Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba terdiri dari5: 
1) Unsur Pimpinan yakni: Kepala Dinas 
2) Unsur Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekertaris yang dibantu oleh: 
a) Sub Bagian Program 
b) Sub Bagian Keuangan 
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
3) Unsur Bidang Anggaran dan Pengelolaan Gaji 
a) Seksi Anggaran 
                                                          
5Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas 
Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kaupaten 
Bulukumba. 
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b) Seksi Pembiayaan 
c) Seksi Pengelolaan Gaji 
4) Unsur Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Kas 
a) Seksi Akuntansi 
b) Seksi Pembukuan 
c) Seksi Pengelolaan Kas 
5) Unsur Bidang Aset 
a) Seksi Perencanaan 
b) Seksi Inventarisasi 
c) Seksi Pemanfaatan 
6) Unsur Bidang Pendapatan 
a) Seksi Pendaftaran dan Penetapan 
b) Seksi Penagihan 
c) Seksi Keberatan dan Pengkajian 
Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan Pada Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Peraturan Bupati 
Bulukumba Nomor 46 Tahun 2013 sebagai berikut: 
(a) Kepala Dinas 
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu 
Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bulukumba menyelenggarakan uraian tugas sebagai berikut:6 
                                                          
6 Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas 
Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kaupaten 
Bulukumba. 
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- Mengkoordinasikan perumusan rencana strategis Dinas Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
- Mengkoordinasikan perumusan kebijakan agar tercipta sinkronisasi dan integrasi 
kebijakan Pemerintah dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
- Melaksanakan pengendalian penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup 
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; 
- Mengendalikan pengelolaan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
Pemerintah Kabupaten; 
- Menyelenggarakan urusan umum Dinas Pegelolaan Keuangan Daerah; 
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan 
Pemerintah Daerah lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; 
- Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan 
Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka terciptanya keselarasan program dan 
kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 
- Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan; 
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan 
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
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(b)  Sekretaris 
Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan 
penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pengelolaan Keuangan daerah. 
Adapun uraian tugas dari Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:7 
- Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Dinas Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
- Melaksanakan pelayanan kesekretariatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; 
- Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan 
urusan kesekretarian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; 
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan 
kesekretariatan; 
- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan; 
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan  oleh atasan sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
 Sub Bagian Program 
Sub Bagian Program dipimpin seorang Kepala Sub Bagian mempunyai 
tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk 
teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan program Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Tugas Kepala Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud: 
                                                          
7 Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas 
Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kaupaten 
Bulukumba. 
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- Menyusun program dan kegiatan sub bagian program; 
- Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program 
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; 
- Menyusun program kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; 
- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada 
bawahan; 
- Memantau, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan program Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
 Sub Bagian Keuangan 
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas 
pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk 
teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan Dinas Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 
Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud: 
- Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan; 
- Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan 
keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; 
- Melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; 
- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada 
bawahan; 
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- Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan keuangan Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas keoada atasan; dan  
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program, 
kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan 
umum dan kepegawaian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai 
berikut:8 
- Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
- Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan 
umum dan kepegawaian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; 
- Melaksanakan penegelolaan urusan umum dan kepegawaian Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada 
bawahan; 
                                                          
8 Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas 
Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bulukumba. 
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- Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, 
pengelolaan administrasi barang inventaris dan administrasi kepegawaian 
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; 
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan  
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
(c)  Bidang Anggaran dan Pengelolaan Gaji 
Bidang Anggaran dan Pengelolaan Gaji dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
mempunyai tugas pokok membantu Kepal Dinas dalam mengkoordinasikan 
penyusunan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan, memantau dan 
mengevaluasi penyelenggaraan anggaran, pembiayaan dan pengelolaan gaji 
pemerintah daerah. 
Uraian tugas dari Kepala Bidang Anggaran dan Pengelolaan Gaji adalah:9 
- Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan anggaran, pembiayaan dan 
pengelolaan gaji; 
- Melaksanakan pengelolaan Bidang Anggaran dan Pengelolaan Gaji; 
- Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran, pembiayaan dan 
pengelolaan gaji; 
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkla pelaksanaan kegiatan anggaran, 
pembiayaan dan penyelolaan gaji; 
- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan; 
- Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan; 
                                                          
9 Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas 
Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bulukumba. 
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- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
 Seksi Anggaran 
Seksi Anggaran dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala Bidang Anggaran dan Pengelolaan Gaji dalam menyusun 
program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi 
penyelenggaraan anggaran Pemerintah Daerah. 
Uraian tugas Kepala Seksi Anggaran sebagai berikut: 
- Menyusun program dan kegiatan Seksi Anggaran; 
- Menyusun program dan/atau petunjuk teknis penyusunan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah; 
- Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah; 
- Melaksanakan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah; 
- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan; 
- Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan anggaran pendapatan 
dan belanja daerah; 
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan 
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
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 Seksi Pembiayaan  
Seksi Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 
pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dan Pengelolaan Gaji dalam 
menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi 
belanja dan pembiayaan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerha 
(SKPKD).10 
Uraian tugas Kepala Seksi Pembiayaan adalah sebagai berikut: 
- Menyusun program dan kegiatan Seksi Pembiayaan; 
- Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 
pembiayaan; 
- Melaksanakan pengelolaan belanja dan pembiayaan SKPKD; 
- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan; 
- Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pembiayaan; 
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
 Seksi Pengelolaan Gaji 
Seksi Pengelolaan Gaji dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 
pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dan Pengelolaan Gaji dalam 
menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi 
penyelenggaraan pengelolaan gaji. 
                                                          
10 Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas 
Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bulukumba. 
42 
 
Uraian tugas dari Kepala Seksi Pengelolaan Gaji sebagai berikut: 
- Menyusun program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Gaji; 
- Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan gaji; 
- Melaksanakan pengelolaan gaji; 
- Mendistribusikan tuan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan; 
- Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan gaji; 
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
(d)Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Kas 
Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Kas dipimpin seorang Kepala Bidang 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan 
penyusunan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan, memantau dan 
mengevaluasi penyelenggaraan akuntansi, pembukuan dan pengelolaan kas pemerintah 
daerah. 
Uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Kas sebagai berikut: 
- Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan akuntansi, pembukuan dan 
pengelolaan kas; 
- Melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan bidang akuntansi, pembukuan dan 
pengelolaan kas; 
- Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan akuntansi, pembukuan dan 
pengelolaan kas; 
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- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan; 
- Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan; 
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
 Seksi Akuntansi 
Seksi Akuntansi dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Kas dalam menyusun 
program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi 
penyelenggaraan akuntansi.11 
Uraian tugas dari Kepala Seksi Akuntansi sebagai berikut: 
- Menyusun program dan kegiatan Seksi Akuntansi; 
- Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan akuntansi; 
- Melaksanakan pengelolaan akuntansi; 
- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada 
bawahan; 
- Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan akuntansi; 
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
 
 
                                                          
11Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas 
Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bulukumba. 
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 Seksi Pembukuan 
Seksi pembukuan dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Kas dalam menyusun 
program, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan 
pembukuan. 
Uraian tugas dari Seksi Pembukuan sebagai berikut: 
- Menyusun program dan kegiatan Seksi Pembukuan; 
- Menyusun program dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan administrasi 
pembukuan; 
- Melaksanakan penatausahaan administrasi pembukuan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD); 
- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada 
bawahan; 
- Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pembukuan; 
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
 Seksi Pengelolaan Kas 
Seksi Pengelolaan Kas dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 
pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Kas dalam 
menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi 
penyelenggaraan pengelolaan kas daerah. 
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Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Kas sebagai berikut:12 
- Menyusun program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Kas; 
- Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan kas; 
- Melaksanakan pengelolaan kas daerah; 
- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada 
bawahan; 
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
(e)  Bidang Aset 
Bidang Aset dipimpin seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan, 
penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan barang milik 
daerah. 
Uraian tugas Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut: 
- Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Aset; 
- Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah; 
- Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan barang 
milik daerah; 
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan pengelolaan 
barang milik daerah; 
                                                          
12 Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas 
Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bulukumba. 
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- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan; 
- Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan; 
- Melakukan koordinasi tugas-tugas kepada instansi terkait; 
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
 Seksi Perencanaan 
Seksi Perencanaan dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 
pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan program, kegiatan, petunjuk 
teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perencanaan dan 
pengendalian barang milik daerah.13 
Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan adalah sebagai berikut: 
- Menyusun program dan kegiatan Seksi Perencanaan; 
- Menyusun  pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan 
barang milik daerah; 
- Melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perencanaan 
barang milik daerah; 
- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan; 
- Malaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 
- Melaksanakan tugas kedianasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
                                                          
13 Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas 
Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bulukumba. 
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 Seksi Inventarisasi 
Seksi Inventarisasi dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 
pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan program, kegiatan, petunjuk 
teknis, memantau dan pengevaluasian inventarisasi barang milik daerah. 
Uraian tugas Kepala Seksi Inventarisasi adalah sebagai berikut: 
- Menyusun program dan kegiatan Seksi Inventarisasi; 
- Menyusun  pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 
penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah; 
- Melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah; 
- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan; 
- Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan penatausahaan dan 
inventarisasi aset; 
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan  
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
 Seksi Pemanfaatan 
Seksi Pemanfaatan dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas 
pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan program, kegiatan, petunjuk 
teknis, memantau dan mengevaluasi penggunaan dan pemanfaatan aset. 
Uraian tugas Kepala Seksi Pemanfaatan adalah sebagai berikut: 
- Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemanfaatan; 
- Menyusun  pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 
pemanfaatan aset; 
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- Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pemanfaatan; 
- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan; 
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aset; 
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan  
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
(f)  Bidang Pendapatan 
Bidang Pendapatan dipimpin seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala Dinas dalam mengkoordiansikan penyusunan program, kegiatan, 
penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD).14 
Uraian tugas Kepals Bidang Pendapatan sebagai berikut: 
- Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendapatan; 
- Melaksanakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; 
- Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan Pendapatan Asli 
Daerah; 
- Mendistribusikan, memantau dan mengevaluasi berkala realisasi Pendapatan Asli 
Daerah; 
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
                                                          
14 Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas 
Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bulukumba. 
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 Seksi Pendaftaran dan Penetapan 
Seksi Pendaftaran dan Penetapan dipimpin seorang Kepala Seksi 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam menyusun 
program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi 
penyelenggaraan pendaftaran dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.15 
Uraian tugas Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan adalah sebagai 
berikut: 
- Menyusun program dan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Penetapan; 
- Menyusun  pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 
pendaftaran dan penetapan pajak dan retribusi daerah; 
- Melaksanakan pengelolaan pendaftaran dan penetapan pajak dan retribusi 
daerah; 
- Mendistribusikan, memantau dan mengevaluasi dan memberi petunjuk 
pelaksanaan tugas pada bawahan; 
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan  
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
 
 
 
 
                                                          
15Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas 
Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bulukumba. 
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B. Implemantasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame 
di Kabupaten Bulukumba 
1. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Reklame 
Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Reklame adalah proses awal 
sebelumobyek Pajak Reklame dikenakan pajak, yaitu merupakan proses pengumpulan 
datasubyek dan obyek pajak yang nantinya akan digunakan untuk melakukan 
penilaiandan penetapan Pajak Reklame. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah 
WajibPajak Reklame dan berapa omset yang dimiliki oleh masing-masing Wajib 
PajakReklame sebagai dasar penetapan Pajak Reklame untuk setiap Wajib Pajak 
Reklame. 
Sesuai dengan asas self assessment, yaitu suatu asas yang memberikan 
kepercayaankepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi 
haknya dibidang perpajakan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba telah 
memberikankepercayaan kepada Wajib Pajak Reklame yang ada di Kabupaten 
Bulukumbamenunaikan kewajiban dan haknya tersebut. Salah satu pemberian 
kepercayaantersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak 
untukmendaftarkan sendiri subyek dan obyek Pajak Reklame ke Dinas Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. 
Pendaftaran sendiri oleh Wajib Pajak dilakukan dengan cara mengambil 
Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, mengisinya dengan jelas, benar dan lengkap, 
kemudian ditanda tangani oleh wajib pajak, selanjutnya diserahkan kembali ke Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. Apabila pengisiannya benar 
dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal 
penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib 
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Pajak Reklame, serta dibuatkan Kartu Nomor PokokWajib Pajak Daerah (NPWPD). 
Tetapi apabila belum lengkap, formulir pendaftarandan lampirannya dikembalikan 
kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.Mengingat beragamnya tingkat pendidikan dan 
pengetahuan wajib pajak sertatingkat kesadaran Wajib Pajak, maka belum seluruhnya 
wajib pajak yang ada diKabupaten Bulukumba dapat melaksanakan sendiri 
kewajibannya untuk mendaftarkanobyek pajak yang dikuasai/dimilikinya. Oleh karena 
itu untuk memberikan pelayananyang lebih baik, maka Dinas Pengelolaan Keuangan 
Daerah KabupatenBulukumba mengadakan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib 
Pajak dengan asasOfficial Assessment, yaitu kegiatan pendaftaran dan pendataan Pajak 
Reklame yangdilakukan oleh pejabat bidang pendapatan kantor DPKD (fiscus) dimana 
WajibPajak lebih bersifat pasif.  
Menurut Kepala Bidang Pendapatan dinyatakan bahwa“Kegiatan pendaftaran 
lebih ditujukan pada upaya memperoleh data tentang WajibPajak, termasuk data 
jumlah obyek pajak yang dikuasai, sedangkan kegiatanpendataan lebih ditujukan pada 
upaya memperoleh data tentang obyek pajak”16.Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Bulukumba,dalam melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak 
Reklame dengan sistemOfficial Assessment dapat diuraikan sebagai berikut. 
1. Pendaftaran 
2. Pendataan 
Perencanaan dalam pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Bulukumba 
dilakukan dengan menentukan besarnya target yang ingin dicapai untuk satu tahun 
anggaran. Penentuan target pertahun dapat menjadi tolak ukur dalam menilai 
keberhasilan realisasi pemungutan pajak reklame dalam kurun waktu yang ditentukan. 
                                                          
16H. Alimuddin Tajibu (50 Tahun), Kepala Bidang Pendapatan Penanggung Jawab Pajak 
ReklameDinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Wawancara, Kabupaten Bulukumba, 22 Desember 2015. 
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Upaya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam 
menentukan target pajak reklame yakni dengan mempertimbangkan potensi wilayah 
Kabupaten Bulukumba yang strategis untuk pemasangan reklame dan pasar yang 
potensial, selain itu juga berdasar pada pencapaian target tahun sebelumnya. Hal ini 
diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Drs. Andi 
Mappiwai selaku Kepala Dinas Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba 
terkait fungsi perencanaan, mengatakan bahwa17 : 
“Perencanaan kami lakukan dengan menentukan target pajak reklame 
pertahun. Untuk menentukan target tersebut kami berdasar pada tahun-tahun 
sebelumnya, kalau misalnya tahun sebelumnya mencapai target maka tahun 
berikutnya target dinaikkan, namun kalau tahun sebelumnya tidak mencapai 
target maka target tahun berikutnya tidak dinaikkan”. (Wawancara 22 
Desember 2015) 
 
Pernyataan lain diungkapkan oleh H. Alimuddin Tajibu, SE , selaku Kepala 
Bidang Pendapatan penanggung jawab Pajak Reklame (22 Desember 2015), bahwa: 18 
“Penentuan target juga memperhitungkan kondisi lokasi pemasangan reklame 
yang dikehendaki oleh Badan Perizinan yang dulunya diurus oleh 
Dinas Tata Ruang”. 
Berikut disajikan data perubahan target pajak reklame Kabupaten Bulukumba 
dari tahun 2012-2016 : 
Tabel 1 Target Pajak Reklame Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2015 
 
Tahun Target 
2012 Rp. 120.000.000 
2013 Rp. 130.000.000 
                                                          
17Andi Mappiwali (51 Tahun), Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bulukumba, Wawancara, Kabupaten Bulukumba, 22 Desember 2015. 
18H. Alimuddin Tajibu (50 Tahun), Kepala Bidang Pendapatan Penanggung Jawab Pajak 
ReklameDinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Wawancara, Kabupaten Bulukumba, 22 Desember 2015. 
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2014 Rp. 165.000.000 
2015 Rp. 200.000.000 
2016 Rp. 300.000.000 
Sumber : Bidang Pajak dan Reklame Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2015 
Berdasarkan penyajian data di atas, dilihat bahwa selama lima tahun berturut-
turut target yang ditetapkan tidak mengalami adanya peningkatan yang signifikan. Hal 
ini menunjukkan masih kurangnya upaya pemerintah dalam menggenjot pemasukan 
daerah dalam Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba berusaha untuk mencari objek agar 
target tersebut tercukupi dengan apa yang sudah ditetapkan. perbandingan potensi 
reklame tahun 2015 dan tahun 2016 untuk memprediksinya dengan mencari objek 
dimana lagi yang bisa dikenakan dengan pajak reklame. Untuk mengetahuinya 
dilakukan pendataan (peremajaan data). 
Adapun perizinan reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bulukumba Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame yang tercantum dalam Bab 
III Pasal 5 : 19 
1. Setiap penyelenggaraan reklame diwajibkan memiliki izin dari Bupati 
atau pejabat yang ditunjuk; 
2. Tata cara persyaratan permohonan izin di tetapkan lebih lanjut melalu 
Peraturan Bupati. 
                                                          
19Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. 
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Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Perhitungan 
Sewa Pajak Reklame Kabupaten Bulukumba dalam Bab III Pasal 3: 20 
1. Khusus Reklame Baliho/Billboard/Megatron/Videotran diwajibkan 
Wajib Pajak bermohon ke Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya untuk 
mendapatkan Rekomendasi izin titik lokasi berdirinya Pajak Reklame; 
2. Setelah terbit Izin Rekomendasi dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 
maka wajib pajak melaporkan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 
untuk menghitung pajak terutang. 
Berikut data terkait jumlah reklame yang diberi izin untuk dilakukan 
pemasangan pada Kabupaten Bulukumba : 
Tabel 2 Jumlah Pemasang Reklame di Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2015 
 
Jenis Reklame Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 
Papan Baliho 5 2 5 5 
Papan Nama Usaha 342 423 634 636 
Neon Box 18 46 64 69 
Billboard 5 2 7 7 
Sumber : Bidang Pajak dan Reklame Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bulukumba 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tidak selamanya pemasangan reklame 
dari tahun ke tahun meningkat tetapi juga bisa berkurang.Pemasangan reklame di 
Kabupaten Bulukumba tidak menutup kemungkinan jumlahnya bisa bertambah atau 
berkurang setiap tahunnya, itu dikarenakan ada reklame yang sudah tidak terpasang 
                                                          
20Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Pajak 
Reklame Kabupaten Bulukumba. 
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lagi, walaupun tiang tempat pemasang reklamenya masih ada.Berkurangnya jumlah 
reklame juga diakibatkan karena kontrak pemasangannya tidak di perpanjang 
lagi.Karena data yang harus diinput itu harus riil. 
2. Penetapan dan Pemungutan Pajak Reklame 
Penetapan dan pemungutan Pajak Reklame adalah merupakan proses tindak 
lanjut kegiatan pendataan dalam rangkaian proses pemungutan Pajak Reklame, yaitu 
merupakan proses penghitungan berapa jumlah pajak terhutang yang harus dibayar 
oleh Wajib Pajak Reklame atas dasar kartu data. Berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2012 pasal 6 bahwa dasar pengenaan Pajak 
Reklame adalah Nilai Sewa Reklame, selanjutnya pada pasal 7 disebutkan bahwa tarif 
Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % dari nilai sewa reklame. Ini berarti bahwa 
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melakukan penetapan Pajak Reklame 
diamanatkan untuk memperhatikan omset penjualan pelayanan pemasang reklame atau 
jumlah pembayaran yang diterima oleh pemilik pemasang reklame atas pelayanan 
pemasang reklame dengan penghitungan tarif sebesar 25 %21. Dari hasil penelitian 
yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Bulukumba dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 
Pajak Reklame sebagai bentuk penetapan Pajak Reklame tidak berdasarkan besarnya 
jumlah pembayaran yang diterima oleh pemasang reklame sebagaimana yang 
diamanatkan oleh pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Pajak Reklame. 
Penulis melakukan wawancara dengan beberapa wajib pajak reklame seperti 
Toko Andi dan Dealer Motor yang ada di Kabupaten Bulukumba, diketahui bahwa 
                                                          
21 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame 
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mereka sangat berkeberatan dengan ketentuan tarif 25%.Hal ini sebagaimana yang 
dikatakan oleh Bambang pemilik Dealer Motor “saya merasa keberatan apabila 
dikenakan Pajak Reklame sebesar 25%”22. Hal senada juga diungkapkan oleh pemilik 
Toko Andi, bahwa tarif 15% saja sudah terlalu besar untuk Pajak Reklame di 
Kabupaten Bulukumba, karena papan reklame yang kami pasang sifat permanen dan 
dalam jangka waktu yang lama”23. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2012 
Tentang Pajak Reklame, disebutkan bahwa Pajak Reklame, Subyek Pajak Reklame 
adalah orang atau badan yang menggunakan reklame. Ini berarti bahwa pembayaran 
Pajak Reklame dibebankan kepada pemilik usaha24.Dari wawancara dengan pemilik 
dealer motortersebut juga terungkap adanya kekhawatiran mereka terhadap tingkat 
kelangsunganusaha, jika harus membayar pajak terus tiap tahunnya. Padahal disisi lain masih 
adapengusaha atau perorangan pemasang reklame yang tidak terdaftar sebagai WajibPajak 
Reklame yang sudah tentu pengusaha tersebut tidak ada kewajiban membayarPajak Reklame, 
dan akan menjadi pilihan pemasang reklame. Menurut penulis,kekhawatiran yang berlebihan 
tersebut tidak akan terjadi apabila Pemerintah Daerah dalam mengenakan Pajak Reklame 
memperhatikan asas keadilan. Tetapi, hasil wawancara dengan Wajib Pajak lainnya seperti 
pemilik Mini Market yang dimana tidak keberatan terhadap nilai sewa pajak yakni 25% 
dikarenakan untuk memenuhi target yang telah ditentukan dan untuk memenuhi sumber 
                                                          
22Bambang (45 Tahun), Dealer Motor Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Kabupaten 
Bulukumba, 23 Desember 2015. 
23Rasyid (49 Tahun), Toko Andi Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Kabupaten Bulukumba, 
23 Desember 2015. 
24Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. 
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Pendapatan Asli Daerah yang dimana hasil daripada Pajak Reklame mempunyai peranan 
penting dalam pembiayaan pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Bulukumba25. 
Mengenai keterlambatan bayar setelah jatuh tempo, berdasarkan penjelasan 
dari Kepala Bidang pendapatan, diketahui bahwa apabila 30 (tiga puluh) hari setelah 
jatuh tempo, Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang maka diberikan Surat Teguran 
atau Surat Peringatan. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat 
Teguran atau Surat Peringatan Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.Sanksi 
keterlambatan pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi 2% (dua persen) setiap 
bulan dari pajak terutang26. 
Jika dicermati tentang tata cara pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten 
Bulukumba seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba 
Nomor 2 Tahun 2012, khususnya pada Bab VII Tentang Tata Cara Pembayaran dan 
Penagihan, dengan tegas dikatakan bahwa Tata Cara Pembayaran dilakukan dengan 
cara memberikan surat teguran atau peringatan kepada wajib pajak setelah tiga puluh 
hari sejak saat jatuh tempo, dan dalam waktu tiga puluh hari itulah wajib pajak harus 
melunasi pajaknya27, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa tata cara 
pembayaran Pajak Reklame di Kabupaten Bulukumba dilaksanakan cukup baik. 
Adapun masa pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 pasal 10 yakni 
masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan kelander sama dengan yang ditetapkan oleh 
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 pada pasal 828. 
                                                          
25H. Basir (53 Tahun), Pemilik Mini Market di Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Kabupaten 
Bulukumba, 23 Desember 2015. 
26H. Alimuddin Tajibu (50 Tahun), Kepala Bidang Pendapatan Penanggung Jawab Pajak 
Reklame Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah,Wawancara, Kabupaten Bulukumba, 22 Desember 2015. 
27Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. 
28Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Pajak 
Reklame Kabupaten Bulukumba. 
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Sebelum melakukan pemungutan pajak maka terlebih dahulu dilakukan 
penghitungan tarif. Kegiatan ini dilakukan oleh Pihak Dinas Pendapatan Daerah, 
sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada Karyadi S,Sos, selaku pembuat 
surat ketetapan pajak (SKP) Insidentil mengatakan bahwa29 :  
“Tarif pajak reklame dihitung oleh kami dengan rumus yang telah ditetapkan 
dan setiap reklame berbeda-beda cara peritungannya”. (Wawancara 23 
Desember 2015) 
Berikut ini penetapan nilai sewa pajak reklame sesuai dengan jenisnya (nilai 
kontrak), berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
Perhitungan Nilai Sewa Pajak Reklame Kabupaten Bulukumba pasal 430 : 
 
Tabel 3 Daftar Nilai Sewa Reklame 
a. Permanen / Tetap untuk 1 (satu) Tahun 
- Ukuran Reklame 
 
Ukuran Nilai 
1 – 3,99 m2 Rp. 200.000 
4 – 18,99 m2 Rp. 700.000 
19 – 24,99 m2 Rp. 1.000.000 
> 25 m2 Rp. 1.500.000 
- Jenis Reklame 
 
Jenis Nilai 
Megatron 4 
                                                          
29Karyadi (48 Tahun), Pembuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) InsidentilDinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Wawancara, Kabupaten Bulukumba, 23 Desember 2015. 
30Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Pajak 
Reklame Kabupaten Bulukumba. 
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Videotron 3 
Billboard 7 
Baliho / Midis 6,5 
Papan 0,5 
Branding / Reklame Dinding 2 
Shop Sing 3 
Neon Box 3 
 
- Lokasi Pemasangan Reklame 
 
Lokasi Nilai 
Dalam Kota Bulukumba 2 
Kecamatan Gantarang 1,5 
Kecamatan Bulukumpa 1,5 
Kecamatan Rilau Ale 1,5 
Kecamatan Ujung Loe 1,5 
Kecamatan Bonto Bahari 1,5 
Kecamatan Kindang 1 
Kecamatan Bonto Tiro 1 
Kecamatan Herlang 1 
Kecamatan Kajang 1 
b. Insidentil 
1) Baliho : 
 P x L x Rp. 20.000 x Jumlah Hari x 2 
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2) Spanduk / Umbul-Umbul / Banner 
 P x L x Rp. 4.000 x Jumlah Hari x 2 
3) Spanduk / Suncrem dan Sejenisnya 
 P x L x Rp. 11.000 x Jumlah Hari x 2 
4) Selembaran / Brosur / Stiker; Rp. 100/Lembar 
5) Balon Udara 
 1 Buah x Rp. 250.000 x Jumlah Hari x 2 
 
3. Penyetoran Pajak Reklame 
Penyetoran adalah kegiatan akhir dari rangkaian proses pemungutan Pajak 
Reklame. Pada tahap ini akan diketahui berapa besar jumlah Pajak Reklame yang dapat 
dihimpun dalam jangka waktu tertentu dan berapa besar kontribusinya dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penyetoran Pajak Reklame di Kabupaten 
Bulukumba bisa dilakukan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada Bendahara 
Penerimaan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, bisa juga dilakukan melalui Petugas 
Pemungut. Sejalan dengan cara pembayaran Pajak Reklame yang dilakukan melalui 
Petugas Pemungut yang datang ke Wajib Pajak melakukan pemungutan, maka 
penyetoran Pajak Reklame di Kabupaten Bulukumba dilakukan melalui Petugas 
Pemungut Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. Hasil 
pemungutan Pajak Reklame harus sudah disetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba paling lama 7 (tujuh) hari kerja, 
selanjutnya Bendahara Penerimaan harus sudah melanjutkan setoran tersebut ke Kas 
Daerah paling lama 1 x 24 jam. Pemungutan Pajak Reklame oleh Dinas Pengelolaan 
61 
 
Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba lebih berorientasi pada upaya pemenuhan 
target31. 
Dengan demikian apabila penetapan target penerimaan Pajak Reklame 
dilakukan secara komprehensif melalui analisa yang cermat sesuai dengan potensi yang 
ada. 
 
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pemungutan Pajak Reklame 
di Kabupaten Bulukumba 
Dalam pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bulukumba berdasarkan 
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Reklame. Adapun 
besarnya tarif pemungutan pajak reklame untuk daerah dapat bervariasi asalkan tidak 
lebih dari dua puluh lima persen. Pemungutan pajak reklame berdasarkan Nilai Sewa 
Reklame dimana Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah nilai yang ditetapkan sebagai 
dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.Nilai Sewa Reklame ditetapkan 
oleh bupati/walikota dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan 
dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri adapun Peraturan Bupati 
yang diterbitkan di Kabupaten Bulukumba yakni Peraturan Bupati Nomor. 
a. Faktor Pendukung Implementasi Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten 
Bulukumba 
Faktor yang menjadi pendukung dari pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten 
Bulukumba yakni adanya kesadaran dari tiap perusahaan yang ingin memasang 
reklame bahwa ada prosedur yang harus dilalui untuk memasang reklame itu sendiri. 
Dimulai dari tiap perusahaan yang ingin memang reklame harus menyurat terlebih 
                                                          
31Karyadi (48 Tahun), Pembuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) InsidentilDinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Wawancara, Kabupaten Bulukumba, 23 Desember 2015. 
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dahulu kepada pihak yang terkait yakni Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dan harus 
mengikuti prosedur bermohon bahwa setiap perusahaan akan memasang iklan atau 
reklame baik itu yang bersifat permanen (tetap) maupun yang bersifat sementara32. 
Contohnya saja seperti suatu perusahaan yang akan memasang spanduk dan 
umbul-umbul yang termasuk dalam jenis reklame kain. Perusahaan tersebut haru 
menyurat yang dimana dalam surat tersebut harus dicantumkan secara rinci jumlah 
spanduk dan umbul-umbul yang akan di pasang serta jangka waktu dari pemasangan 
reklame iklan itu sendiri misalnya akan dipasang selama jangka waktu 1 minggu 
terhitung dari tanggal 1 Januari 2015 - 7 Januari 2015. 
Setelah persuratan dianggap lengkap lalu pihak terkait yakni Dinas Pengelolaan 
Keuangan Daerah menghitung seberapa besar pajak yang akan dibayarkan oleh 
perusahaan tersebut selama akan dipasangnya dalam jangka waktu yang diinginkan 
perusahaan. Perhitungan pajak dimulai dari ukuran sampai dengan jangka waktu 
pemasangan reklame tersebut. 
Setelah proses perhitungan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan 
terkait dengan pemasangan reklame kain selesai, maka dibuatkan Surat Ketetapan 
Pajak Daerah (SKPD) yang bertujuan agar perusahaan tersebut mengetahui jumlah 
pajak yang akan dibayar secara keseluruhan. Pembayaran dapat dilakukan melalui 
bendahara penerima dari dinas yang terkait. 
 
 
 
                                                          
32Karyadi (48 Tahun), Pembuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Insidentil Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Wawancara, Kabupaten Bulukumba, 23 Desember 2015. 
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b. Faktor Penghambat Implementasi Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten 
Bulukumba 
Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bulukumba tak selamanya berjalan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah. Dalam 
pemungutan Pajak Reklame terdapat juga faktor penghambat yang dimana wajib pajak 
biasanya memasang iklan atau reklame tanpa melaporkan kepada pihak dinas yang 
terkait untuk menangani masalah pemasangan iklan/reklame. Akibat dari tidak adanya 
laporan untuk memasang iklan/reklame maka tiap pemerintah daerah dalam hal ini 
yakni Dinas Tata Ruang dan Aset daerah serta Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Bulukumba melakukan penertiban. Karena pemasangan iklan/reklame 
yang bersifat permanen (tetap) maupun yang bersifat sementara harus dilakukan 
validasi mulai dari jenis reklame apa yang dipasang sampai dengan lama jangka waktu 
pemasangan iklan/reklame tersebut33. 
Dalam hal ini, pihak yang terkait tetap melakukan pengawasan.Dimana 
perusahaan yang memasang iklan/reklame di surati terkait pemasangan iklan/reklame 
yang tanpa izin, tetapi apabila perusahaan tersebut sudah disurati tetapi belum juga 
menindaklanjuti agar segera melakukan pelaporan untuk meminta izin pemasangan 
iklan/reklame, maka iklan/reklame yang dipasang harus dilakukan pencabutan karena 
dianggap ilegal. 
Proses pembayaran dalam Pajak Reklame oleh wajib pajak juga menjadi 
penghambat dari pemungutan pajak dikarenakan terkadang para wajib pajak dalam hal 
pembayaran sudah melewati dari tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan. tetapi, 
apabila pembayaran pajak reklamemya tidak menyebrang tahun maka proses 
                                                          
33Karyadi (48 Tahun), Pembuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Insidentil Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Wawancara, Kabupaten Bulukumba, 23 Desember 2015. 
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pembayarannya tidak masalah contohnya pajak reklame jatuh tempo pada bulan Juli 
2015 dan dibayarkan pada bulan September 2015. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah di bahas oleh 
penulis diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dasar proses pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 
2 Tahun 2012. Berdasarkan prosedur tersebut, tahapan proses pemungutan pajak 
reklame di Kabupaten Bulukumba diawali dengan tahap pendaftaran dan pendataan 
Wajib Pajak, selanjutnya dilakukan penetapan besarnya pajak terhutang. Setelah 
adanya penetapan pajak yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah 
(SKPD) dan atas dasar SKPD tersebut kemudian dilakukan penagihan pajak. Proses 
Implementasi (Penerapan) dari Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 
Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame sudah cukup baik, namun masih terdapat 
kekurangan-kekurangan dalam penerapannya seperti terdapat beberapa reklame 
yang tidak terdaftar karena tidak adanya koordinasi yang baik antar masyarakat dan 
pemerintah dan terdapat beberapa wajib pajak yang biasanya terlambat dalam proses 
pembayaran pajak yang menghambat terjalannya proses pajak reklame itu sendiri. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dalam proses pemungutan pajak 
reklame di Kabupaten Bulukumba terdiri dari factor pendukung dan factor 
penghambat. Faktor pendukung antara lain adanya kesadaran dari setiap perusahaan 
yang ingin memasang reklame yang menaati prosedur dari pemasangan reklame 
tersebut serta adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk menyukseskan 
implementasi kebijakan di lapangan. Sedangkan factor penghambat antara lain 
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kurangnya sosialisasi, masyarakat sebagai Wajib Pajak banyak yang tidak 
memahami peraturan daerah tentang pajak Reklame, kurangnya koordinasi dengan 
Instansi terkait, akibatnya tidak ada kerjasama dan keterpaduan dalam 
mengimplementasikan kebijakan serta lemahnya penegakan hukum, tidak adanya 
sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai melaksanakan kewajibannya. 
 
B. Implikasi 
Terkait dengan hasil penelitian, maka beberapa implikasi dapat dikemukakan 
sebagai berikut: 
1. Kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupeten Bulukumba harus meningkatkan pengawasan dan penyelenggaran Pajak 
Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak 
Reklame serta menerapkan sanksi yang telah ditentukan dalam peraturan daerah 
dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak reklame dalam membayar pajak. 
2. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba harus lebih giat 
melakukan intensifikasi terhadap pajak khususunya pajak reklame baik dalam 
bentuk sosialisasi, penyuluhan, mengevaluasi dan mengkaji peraturan daerah agar 
dapat meningkatkan penerimaan dari pajak reklame. 
3. Bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba harus menjalin 
kerjasama dengan masyarakat atau sinergitas dengan masyarakat agar dalam proses 
penarikan dan pendaftaran pajak reklame di Bulukumba dapat berjalan dengan baik. 
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